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BAB III 

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT 

PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA 

NEGARA 

 

A. Penyebab Pembubaran Ormas FPI 

Sejak didirikannya, Front Pembela Islam (FPI) telah memberikan banyak 

kontribusi positif bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu kegiatan aksi 

kemanusiaan dengan terjun langsung ke lapangan untuk membantu korban 

bencana alam, seperti membantu para korban tsunami di Aceh pada tahun 2004, 

mengevakuasi dan memberi bantuan logistikiuntuk paraikorbanigempaidan 

tsunami diiPalu pada tahun 2018, membangun saluran air untuk para pengungsi 

korban gempa Ambon pada tahun 2019, dan lain sebagainya. Haliini 

dilakukanioleh Front PembelaIIslamI(FPI) berdasarkan tujuan mereka yaitu untuk 

menegakkan amar ma´ruf nahiimunkar secara kaffahodisegenapisektor 

kehidupan,Udenganutujuan menciptakaniumatisholihat yanguhidup 

dalamibaldahithoyyibah denganilimpahan 

keberkahanidanikeridhoaniAllahi´AzzaiwaiJalla.
67

 Kegiatan-kegiatan positifiyang 

dilakukaniolehiFrontiPembelaiIslami (FPI) dapatidibenarkan secaraikonstitusiidan 

diinilai telahisesuai denganiyang diharapkan olehiundang-undang nomor116 tahun 

2017.  

Namun disisi lain, penegakkan amarima´ruf nahiimunkar yang dilakukan 
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oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) juga sering disertai dengan 

tindakanoanarkis danokekerasan, bahkan hingga menyalahi ketentuan hukum 

yang berlaku. Habib Rizieq Shihab memberiopenjelasan dengan 

Hadisiyangimenceritakanibahwa Nabi Muhammad 

SAWipernahimemecahkanigentong-gentong miras,imemukulipemabuk 

diipasarikarena meresahkaniwarga, sertaimemerintahkan untukimembakariMasjid 

Dirariyang dibanguniuntukimemecah belahiumat. MenurutuHabibuRizieq, kalau 

masjidisaja dibakarimaka tempatimaksiat jugaiharusnya, 

demikianikarenaimerusak moraliumat. HabibiRizieqibahkanimengatakan, 

andaikaniNabiisaatiiniimasihiada, maka bisaisajaisarangijudi, tempat pelacuran, 

pabrik miras, dan tempat kemaksiatan akanidiperintahkaniuntukidibakar.
68

 

Penegakkan amarima‟ruf nahiimunkar dengan cara kekerasan tidak dapat 

dibenarkan dalam agama. An-Nawawi daniIbnuiDaqiq menjelaskanibahwa amar 

ma‟rufinahiimunkar seharusnya dilakukanidengan cara yang lemahilembut agar 

tujuaniyangisebenarnyaidapatitercapai.
69

 PenjelasaniAn-Nawawi daniIbnu Daqiq 

tersebutisesuaiodengan tindakanrRasulullah, dimanaubeliau sedapatomungkin 

berusaha menghindarippeperangan kecualiujika sangatuterpaksa, sebagaimana 

kejadianidiiHudaibiyahidimana Umarimeminta kepadaaNabiiuntuk melawanikafir 

Quraisy danatidakimenerima isiiperjanjianiyangimereka ajukan,atapi Rasulatetap 

tidakibergemingidenganiniatiperdamaiannya. Contohilainnya, 

dalamifathuiMakkah (PembebasaniMekkah) yangiterkenal tanpaukekerasan, 
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jugajmenunjukkan ajaran agarukaumimuslimin seyogyanyaotidak 

mendahulukanokekerasan dalamiupaya perubahan.
70

  

Penggunaan kekerasan dalam amarima‟ruf nahiimunkar yang digunakan 

oleh Ormas FPI juga mendapatkan respon kritik dari berbagai ulama. Seperti 

pendapatiGusiDur yang menolakipenggunaan kekerasan dalam nahiimunkar yang 

disertaiiteror. Gus Dur menjelaskanibahwasanya kehadiran Islam adalahimenjadi 

rahmatobagi seluruhoalam (rahmatanulilu„alamin), sehinggauajaran Islamuharus 

dikembangkanusebagai sumberunilaiiuntukimewujudkan kedamaian,ikeadilan, 

dan kemakmuranibagiisemua umatimanusia tanpaimemandangiagama, 

suku,idaniasal-usulikebangsaan. Tanpaubisaumenjadi “rahmat” 

bagiisemuaiumat,uIslam bisaujadi telahikehilangan rasionud‟etre-nya.
71

 Buya 

Hamkaijuga menolak praktek kekerasan dalam amarima‟ruf nahiimunkar 

denganimenyatakan bahwaijika amarima‟rufinahi munkar adalahoperintahoAllah, 

danoperintah Allahomestinya bertujuanountuk kemaslahatan.kJika 

yangiditimbulkan dariikewajiban ituumenimbulkanikerusakan yangulebihubesar 

makauituubukanlah suatuukewajiban dariuAllah.
72

 K.HiHusni Mubarok 

mengatakanibahwa FPIimemilikiikonsep yangibaik, hanya saja cara yang 

digunakan kurang tepat, karena mengedepankan kekerasan. KH Husni Mubarok 

menganjurkan agaroFPI menggunakan pendekatanolemah lembut agar tujuan 

                                                      
 

70
Ibid.  

 

 
71

A.iMuhaiminiIskandar, MelanjutkaniPemikiranidaniPerjuanganiGusiDur, 

(Yogyakarta: LKiSiPrintingiCemerlang, 2010),ihlm. 69. 

 

 
72

Ridwan, Mahasiswa Pascasarjana, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, “Analisis 

Tematik Terhadap Konsep Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Al-Azhar Buya 

Hamka”, 2021, hlm 75. 

  



50 

 

 

dakwahimerekaidapatitercapai.
73

 

Tindakanianarkis danikekerasan yang dilakukan oleh FrontiPembelaiIslam 

(FPI) dalam menegakkan amarima‟ruf nahiimunkar ini sangat disayangkan dan 

tidak dapat dibenarkan secara hukum. Puncak dari perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh FPI yaitu, kerumunan anggota Front Pembela Islam (FPI) di 

bandara Soekarno Hatta dalam rangka penyambutan kedatangan Habib Rizieq 

Shihab pada tanggal 10 November 2020. Kerumunan tersebut menyebabkan 

terminal 3 bandara Soekarno Hatta tidak dapat beroperasi dan kemacetan parah di 

pintu masuk Bandara Soekarno Hatta.
74

 Kerumunan tersebut jelas telah melanggar 

hukum, karena mengingat pada saat itu DKI Jakarta sedang melakukaniPenerapan 

PembatasanuSosialOBerskalaOBesaru(PSBB) yangOtertuang dalamOKeputusan 

GubernuriProvinsiiDKIiJakartaiNomori959iTahuni2020.   

Berangkat dari tindakan FPI tersebut, maka pemerintah melakukan 

langkah tegas yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 

tentang LaranganiKegiatan, PenggunaaniSimbol dan Atribut, serta 

PenghentianiKegiatan FrontiPembelaiIslamupadautanggal 301Desember12020. 

Surat Keputusan Bersama (SKB)uini ditandatanganiuolehuMenteriiDalamiNegeri, 

MenteriiHukumiDaniHak AsasiuManusia,OMenteriOKomunikasi 

DanOInformatika, JaksaoAgung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.  
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Isi Surat Keputusan Bersama (SKB)  tersebut memuat mengenai alasan-

alasan dibubarkannya ormas FPI antara lain sebagai berikut. Pertama, Pemerintah 

menilai bahwa Front Pembela Islam (FPI) memiliki Anggaran Dasar (AD) yang 

bertentanganidenganiPancasila daniUUDiNRI Tahuni1945, yangimana haliini 

tentu bertentanganidenganiUndang-Undang Pasal 2 dan 59 ayat (4) huruf (c). 

Pemerintah sadar akan kewajibannya dalamimelindungiikedaulataniNegara 

KesatuaniRepublik IndonesiaiberdasarkaniPancasilaidan UUDiNRI Tahun11945, 

sehinggaipelanggaran terhadapaasasadan tujuan organisasiikemasyarakatan 

yangididasarkan Pancasilaidan UUDiNegaraiRepublik Indonesia11945 

merupakaniperbuatan yangisangatitercela 

dalamipandanganimoralitasibangsaiIndonesia.  

Kedua, Pemerintah mengganggap FPI telah 

bubarssecaraudeijureiterhitung pada tanggal121 Juni12019 atau sejak berakhirnya 

masa berlaku SKT Nomor101-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Dalam hal ini, 

pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin yang memuat 

hak-hak yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak-

hak yang diberikan itu telah tiada. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika suatu 

ormas yang semula memiliki SKT kemudian SKT tersebut dicabut atau habis 

masa berlakunya, maka ormas tersebut sudah tidak lagi memiliki legal standing 

sebagai ormas, yang mana SKT itulah yang menjadi surat izin dari pemerintah 

agar suatu ormas mendapatkan hak-hak mereka.  

Ketiga, Pemerintah menilai bahwa kegiatan ormasiFPI telahIbertentangan 

denganiPasal 5ihuruf g,iPasal 6ihurufif, Pasali21ihuruf bidan d, Pasali59 ayati(3) 
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huruf a,ic,id, Pasalu59iayati(4) hurufic, daniPasal 82AiUndang-

UndangiNomori17 Tahuni2013itentang OrganisasiiKemasyarakatan 

sebagaimanaitelah diubah dengan Undang-UndangiNomor 16iTahun12017 

tentangiPenetapan PeraturaniPemerintah PenggantiiUndang-UndangiNomor 

21Tahun12017 tentangiPerubahan atasiUndang-UndangoNomor 17oTahuno2013 

tentangoOrganisasioKemasyarakatanomenjadi Undang-Undang. 

Keempat, pemerintah menyatakan bahwaopengurus dan/atauoanggotaiFPI 

maupunoyangopernah bergabungidengan FPIiberdasarkan dataisebanyak 35i (tiga 

puluhilima) orangiterlibatitindakipidanaiterorisme danO29 (duaipuluhisembilan) 

orangidiantaranyaitelah dijatuhiOpidana, disampingiitu sejumlahi206 (duairatus 

enam)iorang terlibatiberbagai tindakipidana umumilainnya 

dan11001(seratus)iorang diantaranyaitelahidijatuhiipidana. 

Kelima, FPIikerapikali melakukaniberbagaiitindakan raziau(sweeping)udi 

tengah-tengahimasyarakat, yangumana halutersebut menyalahi aturanihukum 

yang terdapat pada Undang-Undang Pasal559 ayat4(3)uhuruf (d)uyaitu ormas 

dilarang melakukanukegiatan yangumenjadiutugas danuwewenang 

penegakihukumisesuai denganiketentuaniperaturaniperundang-undangan.  

 

B. Pembubaran Ormas FPI dalam Perspektif Hukum Tata Negara 

JikaOmerujuk padaOUndang-UndangONomor217 Tahun22013 tentang 

OrganisasiiKemasyarakatan sebagaimanaytelah diubahydengan Undang-Undang 

Nomor2162Tahun22017 tentangOPenetapan PeraturanOPemerintah Pengganti 

Undang-UndanguNomor 2yTahuny2017 tentangiPerubahan AtasbUndang-

Undang Nomor217 Tahun22013 tentanguOrganisasioKemasyarakatan 
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menjadioUndang-Undang, untuk melakukan pembubaran terhadap ormasidapat di 

lakukan dengan 2 cara tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh ormas. Cara 

Pertama yaitu, dapat di lihat pada pasal660 ayatO(1) yangOmenyebutkan: 

“Ormasoyangomelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  Pasal 21, Pasal 51, 

dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif”. 

Sanksiuadministratif tersebut berupauPeringatan Tertulis,iPenghentianoKegiatan, 

dan/atau PencabutaniSuratoKeteranganoTerdaftar atau 

PencabutaniStatusiBadaniHukum sebagaimanaidiatur dalamiPasal 61 ayat (1). 

 Adapun mekanisme dari sanksi administratif tersebut dijabarkan pada 

Pasal 62, sebagai berikut: 

1. OrganisasiOKemasyarakatan yangOmelakukan pelanggaranOdiberikan 

peringatanitertulis 1ukaliudalam waktu77 hari kerjaasejak tanggalayang 

diterbitkaniperingatan.  

2. Dalamihal OrganisasiiKemasyarakatan tidakkmematuhi peringatanitertulis 

denganijangka waktuiyang telahiditentukan makaiMenteriidan 

Menteriiyang menyelenggarakaniurusan pemerintahanidibidangihukum 

daniHAMisesuai 

denganikewenangannyaimenjatuhkanisanksiipenghentianikegiatan.  

3. Dalam hal OrganisasiOKemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi 

penghentianikegiatan, MenteriidaniMenteriiyang menyelenggarakaniurusan 

pemerintahanidibidang hukum daniHAM 

sesuaiikewenangannyaimelakukan pencabutanisuratiketeranganiterdaftar 

atauipencabutan statusibadanihukum.  
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Selanjutnya cara kedua yaitu pemerintah dapat langsung mencabut suatu 

SKT ormas jika melakukan pelanggaranisebagaimanaiyang diaturidalam Pasali60 

ayati(2) yangiberbunyi : “Ormasiyangimelanggar 

ketentuanisebagaimanaidimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat 

(4) dijatuhi sanksiiadministratif dan/atau sanksiipidana.”  Sanksi Administratif 

yang diberikan yaitu berupa pencabutan SuratoKeteranganoTerdaftar atau 

pencabutan StatusoBadanoHukum sebagaimanaidiatur dalamipasal 61iayati (3). 

Kemudian, ditegaskan pada Pasali80A yangimenyatakan bahwa ketika 

suratiketeranganiterdaftar/statusibadanihukumisuatu ormasudicabut oleh Menteri 

yangoberwewenang, maka ormasotersebut sekaligus dinyatakan bubar.  

Adapun yang sebenarnya terjadi terhadap proses pembubaran ormas FPI 

secara de jure  bukan karena pemerintah yang mencabut surat keterangan terdaftar 

(SKT) FPI, melainkan dari habis masa berlakunya surat keterangan terdaftar 

(SKT) Nomor101-00-00/010/D.III.4/VI/20141pada tanggal120 Juni12019. Dalam 

hal ini, pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin yang 

memuat hak-hak yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, 

maka hak-hak yang diberikan itu telah tiada. Sehingga dapat dipahami bahwa 

ketika suatu ormas yang semula memiliki SKT kemudian SKT tersebut dicabut 

atau habis masa berlakunya, maka ormas tersebut sudah tidak lagi memiliki legal 

standing sebagai ormas, yang mana SKT itulah yang menjadi surat izin dari 

pemerintah agar suatu ormas mendapatkan hak-hak mereka. 

Meskipun ormas FPI dinyatakan bubar secara de jure oleh pemerintah, FPI 

masih dapat melakukan berbagai kegiatan sebagai ormas berdasarkan prinsip 
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kebebasanoberserikat danoberkumpul yang telah dijamin dalam UUD Negara 

RepublikoIndonesiaoTahun 1945 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28E ayat 

(3). Selain itu, hal tersebut juga didukungoberdasarkan putusanOMahkamah 

KonstitusioRepublik Indonesia nomor882/PUU-XI/2013,8yang mana disebutkan 

bahwa berdasarkanoprinsip kebebasanoberkumpul danoberserikat, ormas yang 

memilih untukotidak mendaftarkan diri padaopemerintah,onegaraOtidakOdapat 

melarangOkegiatanOormasOtersebutosepanjang tidakOmelakukan kegiatanOyang 

menggangguikeamanan,iketertibaniumum, atau melakukanipelanggaranihukum. 

Dalam sebuah negara hukum yangidemokratis (democratische 

rechtsstaat), tentu keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan 

sebuah komitmen untukimerealisasikanikebebasan berserikatidan berkumpuliyang 

telahidijamin oleh konstitusi.uHakikat ormasuadalah organisasioyang 

tumbuhddandberkembang dari masyarakat yang memilikidkesamaan aspirasi dan 

tujuan. Keberadaan ormas diharapkanidapatiberpartisipasi dalamimewujudkan 

tujuanidan kebijakaninasional dalamikerangka NegaraiKesatuan 

RepublikiIndonesia yangiberdasarkanoPancasila dan UUD 

NegaraiRepublikiIndonesia 1945. Selainoitu, ormasojuga diharapkan 

dapatiberperaniaktif dalamimemelihara danimenciptakan suasana yangikondusif 

di dalamikehidupanimasyarakat.
75

 

Hal iniiselarasisebagaimana ditegaskan pada Pasal111ayat1(2) 

UUDiNegara RepublikiIndonesiaiTahun 1945ibahwa konsep kedaulatanirakyat 

yang sekarang dianut oleh bangsaiIndonesia bukanlah kedaulatanirakyat dalam 
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arti yang sebebas-bebasnya. Pelaksanaanikedaulatandrakyatddibatasi dan 

harusitunduk pada aturan 

hukum.dBagaimanadpundkedaulatanirakyatO(democratie)OtetaplahOmempunyai 

kelemahan-kelemahan,isalah satunyaibahwa jikaitidak terkontrolidengan 

baikimaka akanimenimbulkan tindakaniyangianarkis. Olehikarenaiitu, 

dalamoPasal111ayati(2) UUD NRI 1945Oditegaskan, bahwa 

kedaulatanOrakyatodilaksanakanOmenurut Undang-UndangODasar, 

menunjukkan bahwai\pelaksaanaanokedaulatanOrakyat disalurkan 

danudiselenggarakan menurutoprosedurikonstitusional yangoditetapkan 

dalamihukumidanikonstitusii(constitutionalidemocracy). 

Selain itu, padaiPasal111ayat1(3) UUD NRI 1945 telah 

menegaskan,ibahwa Indonesiaiadalah negaraihukum yang mana 

konsekuensinyaiadalah bahwa segala halidalam kehidupanoberbangsa 

danobernegara, termasukopelaksanaanikedaulatan rakyatoharuslah 

dibarengiodengan aturanohukum. Antaraokedaulatanorakyat dan prinsipinegara 

hukumiharus dilaksanakanisecaraiberiringan. Untukiitulah, Undang-

UndangoDasar NegaraoRepublikoIndonesia Tahun 1945 hendaklahomenganut 

pengertianibahwa negaraiRepublik Indonesiaiadalah negaraihukum 

yangidemokratis (democratischeirechststaat) danisekaligus adalahinegara 

demokrasiiyangiberdasar atasihukum (constitutionalidemocracy) 

yangitidakiterpisahkanisatuisamailain. 

Selanjutnya terkait pembubaran 

ormasoFrontoPembelaoIslami(FPI)idengan diterbitkannya 
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SuratoKeputusanoBersamai(SKB) dapat dibenarkan secara hukum formil dan 

hukum materiil. Secara Hukum Formil, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentu 

memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dilindungi olehoUndang-Undang 

RepublikoIndonesia Nomori12 Tahuni2011 Pasali8iayati(1), yang mana Surat 

Keputusan Bersama (SKB) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan 

oleh menteri dan produk hukum ini pun diakui keberadaannya dan memiliki 

kekuatan hukum mengikat (Pasal 8 ayat (2)). Praktik tindakan administratif 

melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) biasanya dilakukan dalam konsep 

negara hukum yang berorientasi pada civil law, yang didasarkan atas asas legalitas 

yaituosegala tindakanopemerintahan harusodidasarkan atasoperaturan perundang-

undanganOyangosah danotertulis yang manaoperaturanoperundang-

undanganitersebut harusiada daniberlaku lebihidulu atauimendahului 

tindakaniatau perbuataniadministrasiiyangidilakukan. Selain itu, Jimly Asshidiqie 

dalam teorinya “negara hukum yang demokratis” mengakuiiadanyaiprinsip 

„freiesiermessen‟ yang memungkinkanOpara pejabatOtataOiusahaUInegara 

atauOiadministrasiOinegara mengembangkanOdanOmenetapkanOsendiri “beleid-

regels” atau “policy rules” ataupunOperaturan-peraturanOyangOdibuat 

untukOkebutuhanOinternal (internal regulation) secaraibebas danimandiri 

dalamirangka menjalankanitugas jabataniyang 

dibebankaniolehiperaturaniyangisah.   

Adapun secara materiil, penggunaan SKB untuk menghentikan kegiatan 

ormas Front Pembela Islam (FPI) dapat dibenarkan berdasarkanoprinsiponegara 

hukum (rechtsstaat). Istilahinegaraihukum (rechtsstaat) pernah 
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menjadiiterjemahan langsungidari1Pasal111ayat1(3) UUD 

NegaraiRepublikiIndonesiaiTahuni1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. Sehingga, wajar jika pemerintah dalam mengatur Organisasi 

Kemasyarakatan (ormas) berorientasikan pada norma administratif. Tindakan 

pembubaran ormas FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) ini tidak dapat 

disebut sebagai tindakan sewenang-wenang (abuse of power) karena pada 

prinsipnya keputusan tata usaha negara (KTUN) seperti iniidapat 

diajukanigugatan ke pengadilanitataiusahainegara, dengan catatan tidak lebih dari 

90 hari setelah dikeluarkannya KTUN tersebut. Hal ini pun masih termasuk 

kedalam prinsip negara hukum yang demokratis sebagai mana yang disebutkan 

oleh Jimly Asshidiqie.
76

  

Penerapan Undang-Undang nomor 1621tahun212017 yangOmembatasi 

masyarakatOuntuk berserikatOmemiliki alasanOyang dibenarkanOolehOhukum 

internasionaliyangiditerjemahkanimelaluiiprinsipisiracusa.
77

 Prinsipiiniimerupakan 

seperangkatiprinsipimengenaiiaturan-aturanipembatasan (limitation) idaniderogasi 

(derogation)idalamiInternational Convenantion Civil and Political Right 

(ICCPR). Ketentuan-Ketentuanoyang terdapatOdalam prinsip-prinsipOsiracusa 

dalamOhal 

pembatasaniterhadapisuatuihakiasasiimanusiaidapatidilihatisebagaiiberikut:
78

  

1. Ketentuan-ketentuaniPembatasaniHAM  
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a. Prinsip-prinsipipenafsiraniumum yangiberhubungan denganijustifikasi 

pembatasan  

b. Prinsip-prinsipOipenafsiranOiyangOiberhubunganOdengan ketentuan-

ketentuanipembatasaniyangibersifatikhusus  

“Ditetapkaniolehihukum”  

“Dalamimasyarakatidemokratis”  

“Ketertibaniumum” 

“Kesehatanimasyarakat”  

“Moralipublik” 

“Keamananinasional”  

“Keselamatanipublik”  

“Hakidanikebebasaniorangilain,” atau “Hakidanireputasiiorangilain” 

“Pembatasanipadaipengadilaniumum”  

 

2. Pengurangan HAM dalam Darurat Publik  

a. Daruratipublikiyangimengancamikehidupanibangsa  

b. Pernyataan, pemberitahuan, dan penghentianidaruratipublik  

c. Benar-benaridiperlukan dalamisituasiidarurat  

d. “Noniderogableiright‟‟ (Hakoyangotidakobisaodikurangiodalamokeadaan 

apapuniolehisiapapun)  

e. Beberapaiprinsipiumum dalamipengantar daniaplikasiidaruratipublik 

dan akibatitindakanipenguranganihak  
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f. Rekomendasiimengenaiifungsi danOtugasOKomiteOHakiAsasiiManusia 

(HAM) daniBadaniPerserikataniBangsa-Bangsai(PBB)oio 

Selain itu, pembatasan hak untukiberserikat mendapatkanipembenarannya 

secara yuridis-konstitusionalimelalui putusanOMahkamahOKonstitusiONomor 

82/PUU-XI/20136perihal PengujianUUndang-Undang ormas terhadapUUndang-

UndangoDasar NegaraoRepublik IndonesiaoTahuno1945 padaoharioSelasa, 23 

Desember22014. Mahkamah Konstitusioberpendapat bahwaojika kegiatanodan 

aktivitasiOrmasiterbukti mengancamikeamananidaniketertibaniumum, 

imengganggu hakikebebasaniorangilain, sertaimelanggaronilai-nilaiimoral 

danonilai-nilaiiagama, negaraiberkewajiban dalamifungsinya 

menjaminiketertibaniumum dapatimelakukan 

penegakanihukum,ibahkanidapatimenghentikanikegiatanisuatuiOrmas.  

 Putusanitersebutijuga selarasidengan pendapat SamiIssacharoff 

yangidikutip olehiMuchamadiAliiSafa‟atidalamiPembubaraniPartaiiPolitik di 

Indonesiai(Analisis PengaturaniHukumidan PraktikoPembubaran PartaiiPolitik 

1959-2004),idisertasi ProgramoiDoktoroiIlmuoiHukumiiPascasarjana 

UniversitasoIndonesia, salahosatu bentukipembatasan (derogation), yang 

dapatidibenarkan sertaoidibutuhkanioleh negaraodalam menjalankanodemokrasi 

yaituipembatasan hakoterhadapikelompok-kelompokoyangidapat 

mengancamikehidupan demokrasi danikebebasan seluruh masyarakat. Dalam 

upayaitersebutiNegaraidapatimelarang atauimembubarkanisuatu organisasi,itidak 

terkecualiiorganisasiikemasyarakatan,iyangibertentanganidengan tujuanodasar 

negaraOserta tatananikonstitusional. DalamOrangkaOmenjalankan kehidupan 
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yang demokratis Negara tidak saja memilikiOhak,omelainkanojuga 

memilikiokewajiban untukomenjamin danomelindungiiprinsip-prinsipidemokrasi 

konstitusional.
79

 

Citaokenegaraanodalam UUDONegaraORepublik 

IndonesiaOTahunO1945 adalahidemokrasiikarena adanyaijaminan 

hakiasasiimanusia di dalamnya.oDalam kerangkausistemupemerintahan 

yangidemokrasi, kebebasanirakyat untukiberserikat daniberkumpuliadalahisalah 

satuihakoyang dijaminiolehnnegara. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah selaku 

penyelenggara negara memiliki kewenangan yang sah secara konstitusional 

dalamOmengelola keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam 

menggunakan hak dan kewajibanodalam berserikat dan bekumpul. Pada Pasal 28J 

ayat (1) menyebutkan “Setiapiorang wajib menghormati hakiasasiimanusia orang 

lain dalam tertib kehidupanibermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara”,odanopadaoayatO(2)Omenyebutkan “Dalamimenjalankanihakidan 

kebebasannya,isetiapiorangiwajib tundukiokepada pembatasanOyangOditetapkan 

denganiundang-undangidengan maksudisemata-mata untuk menjamin pengakuan 

sertaopenghormatan atasOhak danOkebebasan orangOlain danOuntukOmemenuhi 

tuntutaniyangiadil sesuaiidenganipertimbanganimoral, nilai-

nilaiiagama,ikeamanan, daniketertibaniumum dalamosuatu 

masyarakatodemokratis”. PadapPasalptersebut dapat kita lihat bahwa kebebasan 

berserikat dan berkumpul, dalam negara hukumitetap harusimenjaminiterciptanya 

tertib sosial,ibukanlah sebebas-bebasnya 
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yangidapatimenimbulkanikekacauanisosial. 




